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1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan sistemik bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia,
meskipun telah didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Upaya pencegahan
melalui jalur pendidikan anti korupsi yang diamanatkan oleh hukum nasional cenderung
bersifat formalistik dan belum menunjukkan efektivitas signifikan.(Kurniawan et al., 2024)
Model pendidikan yang ada saat ini terlalu berfokus pada aspek kognitif (Kuswanto,
Abidin, et al., 2024) yakni pemahaman definisi dan sanksi hukum, namun gagal
menginternalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam pada peserta didik.(Djaja et al.,
2023) Akibatnya, pendekatan yang hanya mengandalkan efek gentar atau deterrence effect
ini terbukti tidak cukup untuk membangun benteng moral yang kokoh, sehingga
memerlukan sebuah rekonstruksi pendekatan.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pendidikan (Dewi & Febrianto, 2023)
anti korupsi dengan mengintegrasikan perspektif hukum nasional dan pendekatan ekonomi
Islam yang berlandaskan teori Magasid al-Shari'ah. Pendekatan ini diusulkan untuk
mengisi kekosongan dalam model eksisting dengan menggeser fokus dari pencegahan
eksternal menuju pembentukan kesadaran moral intrinsik. Dengan menekankan prinsip
perlindungan harta atau hifz al-mal dan akal, korupsi tidak lagi dipandang sekadar
pelanggaran hukum, tetapi sebagai tindakan destruktif terhadap kemaslahatan umum.
Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pendidikan yang mampu melahirkan
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generasi berintegritas yang menolak korupsi berdasarkan keyakinan etis.(Ariyani et al.,
2024)

Kerangka teoretis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Magasid al-
Shari‘ah. Teori ini mengartikulasikan bahwa tujuan fundamental dari penetapan hukum
Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima nilai
universal esensial: pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Tindak pidana korupsi secara inheren
bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, terutama merusak perlindungan harta dan akal
sehat dalam tata kelola pemerintahan.

Penerapan Magasid al-Shari'ah dalam konteks ekonomi Islam menekankan bahwa
aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruhdan keadilan,
bukan sekadar akumulasi profit. Korupsi dipandang sebagai aktivitas destruktif yang
mengganggu alokasi sumber daya yang adil, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi,
dan menghalangi tercapainya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemberantasan
korupsi menjadi sebuah imperatif ekonomi untuk memastikan bahwa kekayaan negara
dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan segelintir
individu.(Kuswanto, Fajanela, et al., 2024)

Rekonstruksi pendidikan anti korupsi melalui lensa teori ini berarti menggeser fokus
dari sekadar pemahaman hukum positif menuju internalisasi nilai-nilai etis yang
fundamental. Pendidikan tidak lagi hanya bersifat kognitif tentang apa itu korupsi dan
sanksinya, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam membentuk karakter yang amanah
(Abidin, 2024) , adil, dan bertanggung jawab. Kurikulum yang direkonstruksi akan
mengintegrasikan prinsip perlindungan harta bersama dan akuntabilitas sebagai bagian dari
pemenuhan tujuan luhur kehidupan bermasyarakat sesuai kerangka Magasid al-Shari‘ah.

Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai landasan filosofis untuk menyinergikan
hukum nasional dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Devi et al., 2023) dalam merancang
ulang model pendidikan anti korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan generasi
yang tidak hanya takut pada hukuman deterrence effect, tetapi memiliki kesadaran moral
yang kuat untuk menolak korupsi secara intrinsik. Model rekonstruksi ini diharapkan
mampu menciptakan sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan karena berakar pada
kerangka nilai yang kokoh, bukan hanya pada perangkat hukum yang bersifat represif..

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative legal research yang bersifat
kualitatif. Fokus utama diarahkan pada studi kepustakaan library research untuk mengkaji
asas-asas hukum, doktrin, dan konsepsi hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti
korupsi. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran
koherensi dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta
pandangan para ahli. Penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan,
melainkan pada analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk
membangun argumentasi logis mengenai urgensi rekonstruksi model pendidikan anti
korupsi dari perspektif yang diusulkan.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan
secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan statute approach digunakan
untuk menelaah berbagai regulasi nasional terkait tindak pidana korupsi dan sistem
pendidikan. Kedua, pendekatan konseptual conceptual approach diterapkan untuk
mengelaborasi konsep-konsep inti seperti korupsi, pendidikan, dan prinsip ekonomi Islam
dalam kerangka Magasid al-Shari'ah. Terakhir, pendekatan filosofis philosophical
approach) menjadi landasan untuk menggali nilai-nilai fundamental dan tujuan luhur di
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balik norma hukum, sehingga memungkinkan perumusan rekonstruksi yang tidak hanya
bersifat teknis-legalistik tetapi juga substantif dan bernilai.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan muara preskriptif. Tahap
deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis mengenai model pendidikan anti
korupsi yang berlaku saat ini serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan. Tahap
analitis digunakan untuk mengkritisi kelemahan dan ketidakefektifan model eksisting
dengan menggunakan kerangka teori Magasid al-Shari‘ah sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini kemudian bersifat preskriptif dengan
menawarkan sebuah solusi konkret berupa model rekonstruksi pendidikan anti korupsi
yang dianggap lebih komprehensif, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter
yang berintegritas.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang memiliki
kekuatan hukum mengikat dan bersifat otoritatif. Bahan hukum ini mencakup peraturan
perundang-undangan yang terkait langsung dengan topik, seperti Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu,
peraturan pelaksana di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang
mengatur implementasi pendidikan anti korupsi juga menjadi sumber data krusial. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri naskah-naskah
otentik dari sumber resmi pemerintah untuk menjamin validitasnya.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk
memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber data ini
meliputi berbagai literatur ilmiah seperti buku teks, artikel dalam jurnal hukum dan
ekonomi Islam bereputasi, hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi), serta doktrin
dari para pakar hukum dan ekonomi Islam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui
teknik penelusuran literatur (literature review) secara sistematis pada basis data digital
maupun koleksi perpustakaan. Data ini sangat penting untuk membangun kerangka
konseptual dan teoretis yang kokoh serta mengkritisi model yang ada saat ini.

Sebagai pelengkap, digunakan pula bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk
dan penjelasan awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup
kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data secara
keseluruhan adalah studi kepustakaan (library research), di mana seluruh data yang relevan
diidentifikasi, diinventarisasi, dan diklasifikasikan secara sistematis. Proses ini tidak
melibatkan interaksi langsung dengan subjek manusia, melainkan berfokus pada analisis
mendalam terhadap teks dan dokumen tertulis untuk membangun argumentasi logis
mengenai model rekonstruksi pendidikan anti korupsi yang diusulkan dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif,
yang mencakup tiga alur kegiatan simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data melibatkan proses seleksi, pemfokusan, dan
abstraksi data mentah dari bahan hukum dan literatur menjadi informasi yang bermakna
dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi
yang telah direduksi diorganisasikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk
memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar konsep. Terakhir, penarikan
kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian untuk membangun proposisi
logis yang menjawab permasalahan.

Secara teknis, analisis mendalam dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi
hukum (rechtsvinding), khususnya interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi
sistematis digunakan untuk memahami norma hukum anti korupsi dalam kaitannya dengan
keseluruhan sistem hukum nasional dan pendidikan. Sementara itu, interpretasi teleologis
digali untuk memahami tujuan (magasid) di balik pembentukan norma tersebut. Analisis
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konten kualitatif juga diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan nilai-nilai
fundamental dalam Maqasid al-Shari‘ah dan prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan
pemberantasan korupsi. Pendekatan ini memungkinkan pembedahan makna yang
mendalam, baik dari teks hukum positif maupun literatur keislaman.

Puncak dari proses analisis adalah sintesis konseptual yang bersifat preskriptif. Pada
tahap ini, temuan-temuan mengenai kelemahan hukum nasional disandingkan secara Kritis
dengan kerangka ideal yang ditawarkan oleh teori Magasid al-Shari'ah. Melalui penalaran
deduktif, prinsip-prinsip universal dari Magasid al-Shari'ah—terutama hifz al-mal dan hifz
al-'agl—ditarik menjadi premis mayor untuk mengevaluasi dan merekonstruksi kurikulum
pendidikan. Hasil sintesis ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah model rekonstruksi
pendidikan anti korupsi yang konkret, logis, dan argumentatif, yang tidak hanya menjawab
kelemahan yang ada tetapi juga menawarkan solusi berlandaskan filosofi.

Kerangka analisis rekonstruksi diawali dengan tahap diagnostik terhadap model
pendidikan anti korupsi yang berlaku saat ini. Pada fase ini, konten kurikulum, metodologi
pengajaran, dan sistem evaluasi yang diamanatkan oleh hukum positif nasional akan
dipetakan secara sistematis. Hasil pemetaan ini kemudian akan dianalisis secara kritis
menggunakan pisau bedah teori Magasid al-Shari‘ah, khususnya prinsip perlindungan harta
(hifz al-mal) dan akal (hifz al-'agl). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi
kesenjangan fundamental antara pendekatan legal-formalistik yang ada dengan kerangka
nilai etis yang lebih holistik, sehingga terungkap kelemahan yang memerlukan
rekonstruksi mendasar.

Langkah selanjutnya adalah tahap integrasi konseptual, di mana nilai-nilai
fundamental dari ekonomi Islam disintesiskan ke dalam kerangka hukum pendidikan
nasional. Prinsip seperti keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan umum (maslahah
‘ammah) tidak diposisikan untuk menggantikan, melainkan untuk memperkaya dan
memberi jiwa pada norma hukum yang sudah ada. Analisis pada tahap ini berfokus pada
bagaimana menerjemahkan konsep-konsep abstrak tersebut menjadi komponen kurikulum
yang operasional, meliputi tujuan pembelajaran afektif, materi ajar berbasis studi kasus
etis, serta metode pembelajaran partisipatif yang dapat membentuk karakter dan kesadaran
moral intrinsik peserta didik.

Tahap akhir dari kerangka analisis ini adalah formulasi model rekonstruksi yang
bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil diagnosis dan sintesis, penelitian ini akan
merumuskan sebuah model pendidikan anti korupsi yang integratif dan komprehensif.
Model ini akan dirinci dalam tiga aspek utama: (1) struktur kurikulum yang
menyeimbangkan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) konten materi yang
menginternalisasikan nilai integritas sebagai bagian dari pemenuhan tujuan syariah; dan (3)
instrumen evaluasi yang mampu mengukur perubahan perilaku dan komitmen moral,
bukan sekadar penguasaan teoretis terhadap peraturan perundang-undangan..

3. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Kritis Model Pendidikan Anti Korupsi Eksisting dalam Perspektif Hukum
Nasional. Analisis terhadap kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa landasan
yuridis untuk pendidikan anti korupsi telah tersedia melalui Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (Sya’bana et al., 2024) dan berbagai peraturan pelaksana. Namun,
implementasinya di lapangan cenderung bersifat formalistik dan parsial. Materi anti
korupsi seringkali hanya disisipkan sebagai sub-pokok bahasan dalam mata pelajaran
seperti Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa integrasi yang holistik. Akibatnya, pendidikan
ini lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif kurikulum daripada
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pembentukan karakter yang sesungguhnya (Munip et al., 2024), sehingga gagal menyentuh
akar persoalan korupsi secara mendalam.

Model pendidikan eksisting secara metodologis terlalu bertumpu pada pendekatan
kognitif.(Susanto et al., 2024) Peserta didik diajarkan untuk menghafal definisi, bentuk,
dan sanksi hukum tindak pidana korupsi, namun minim penekanan pada domain afektif
dan psikomotorik. Proses pembelajaran jarang sekali dirancang untuk menginternalisasi
nilai-nilai integritas, amanah, dan tanggung jawab secara mendalam.(Tanjung et al., 2023)
Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh bersifat teoretis dan tidak bertransformasi menjadi
kesadaran moral intrinsik yang kuat untuk menolak perilaku koruptif dalam situasi nyata di
kemudian hari.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan pendidikan antikorupsi harus
bergeser dari sekadar penyampaian informasi menuju pembentukan karakter secara
integral. Pembelajaran harus dirancang agar mampu menyentuh ranah afektif dengan
mengedepankan metode reflektif, dialogis, dan berbasis pengalaman langsung. Misalnya,
siswa dapat dilibatkan dalam studi kasus nyata, simulasi dilema etika, atau proyek layanan
masyarakat yang menuntut penerapan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam
konteks riil.(Fatimah et al., 2024) Selain itu, integrasi pendidikan karakter tidak dapat
berjalan efektif tanpa keteladanan yang kuat dari para pendidik dan pemangku kebijakan
pendidikan.

Guru dan tenaga pendidik harus berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya
menyampaikan materi, tetapi juga menunjukkan integritas dalam perilaku sehari-hari,
karena proses internalisasi nilai akan lebih kuat jika peserta didik melihat langsung
konsistensi antara ucapan dan tindakan. Di sisi lain, evaluasi pembelajaran juga perlu
diperluas, tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga perkembangan sikap dan
perilaku etis siswa melalui asesmen formatif yang berkelanjutan. Dengan demikian,
pendidikan antikorupsi tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas secara
intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan komitmen kuat untuk menolak serta
melawan korupsi dalam segala bentuknya.

Efektivitas model saat ini terbatas karena hanya mengandalkan efek gentar
(deterrence effect) dari sanksi hukum. Pendekatan ini gagal membangun benteng moral
internal yang kokoh pada individu.(Solissa et al., 2023) Akibatnya, tercipta generasi yang
mungkin tahu bahwa korupsi itu ilegal, tetapi tidak memiliki komitmen etis yang
kuat(Musthofa, 2024) untuk menolaknya secara sukarela. Kelemahan fundamental ini
menunjukkan bahwa orientasi hukum positif yang bersifat represif tidak memadai untuk
pencegahan korupsi jangka panjang, karena tidak membentuk karakter yang berintegritas
dari dalam.

Relevansi dan Urgensi Magasid al-Shari'ah serta Prinsip Ekonomi Islam dalam
Pemberantasan Korupsi. Magasid al-Shari'ah menjadi relevan secara fundamental karena
korupsi secara langsung merusak dua dari lima tujuan esensial hukum Islam. Tindakan
korupsi merupakan serangan eksplisit terhadap prinsip perlindungan hifz al-mal (Fia et al.,
2024), karena mengalihkan kekayaan publik untuk kepentingan pribadi dan mengganggu
alokasi sumber daya yang adil. Selain itu, korupsi juga merusak perlindungan akal (hifz al-
‘aql) dengan merusak logika dan rasionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.
Kerangka ini memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memandang korupsi bukan
sekadar pelanggaran hukum positif.

Urgensi penerapan prinsip ekonomi Islam (Rahma et al., 2024) dalam
pemberantasan korupsi terletak pada tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan holistik
dan kemaslahatan umum maslahah ‘ammah. Korupsi dipandang sebagai aktivitas ekonomi
destruktif yang menciptakan ketidakseimbangan, memperlebar kesenjangan sosial, dan
menghalangi tercapainya keadilan distributif. Oleh karena itu, memberantas korupsi
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menjadi sebuah imperatif ekonomi untuk memastikan kekayaan negara dimanfaatkan
secara optimal bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk akumulasi profit segelintir
individu yang tidak bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan ekonomi berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam,(Syariah, 2024) korupsi tidak hanya dipandang
sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah
publik dan perusakan terhadap tatanan ekonomi yang adil dan beretika. Prinsip-prinsip
seperti kejujuran keadilan dan tanggung jawab sosial mas’uliyyah ijtima’iyyah merupakan
fondasi utama yang menolak keras praktik manipulasi, suap, dan penggelapan aset negara.
Lebih jauh, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara
transparan dan akuntabel dalam kerangka maqasid al-shari‘ah, yang bertujuan menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memperkuat sistem
pencegahan korupsi dari aspek moral dan spiritual, tetapi juga membentuk kesadaran
kolektif bahwa pengelolaan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.
Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui instrumen
hukum positif semata, melainkan juga perlu disinergikan dengan pendekatan nilai-nilai
Islam yang membentuk integritas pribadi dan sosial secara menyeluruh.

Pendekatan Magasid al-Shari'ah (Saputra & Susanti, 2024) menawarkan solusi atas
kelemahan model pendidikan yang hanya berorientasi pada efek gentar. Dengan
menekankan nilai-nilai seperti amanah, keadilan (‘adl), dan akuntabilitas, kerangka ini
menggeser fokus dari pencegahan eksternal (hukuman) ke benteng moral internal.
Relevansinya adalah membentuk individu yang menolak korupsi bukan karena takut
sanksi, melainkan karena kesadaran intrinsik bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan
tujuan luhur kehidupan. Hal ini menciptakan sistem pencegahan yang lebih berkelanjutan
karena berakar pada nilai.

Sintesis Konseptual: Integrasi Nilai Magasid al-Shari'ah ke dalam Kurikulum
Pendidikan Anti Korupsi

Sintesis konseptual diawali dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan harta
(hifz al-mal) sebagai landasan etis utama dalam kurikulum. Integrasi ini tidak
menggantikan muatan hukum positif yang ada, melainkan memperkayanya dengan dimensi
nilai yang mendalam. Tujuan utamanya adalah mentransformasi pembelajaran dari sekadar
pemahaman regulasi menjadi internalisasi kewajiban moral untuk menjaga aset publik.
Dengan demikian, fokus pendidikan bergeser dari domain kognitif semata menuju
penguatan domain afektif,(Munip, 2024) yakni menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif
dan tanggung jawab terhadap kekayaan negara.

Secara operasional, integrasi ini diwujudkan melalui pengembangan materi ajar
yang membingkai korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai
pengkhianatan amanah dan bentuk ketidakadilan (Fajri et al., 2024). Kurikulum diperkaya
dengan studi kasus etis yang melatih penalaran moral peserta didik (Nurjali et al., 2023),
sekaligus memperkuat prinsip perlindungan hifz al-'agl dengan menganalisis logika
destruktif korupsi terhadap tata kelola pemerintahan. Konsekuensinya, konsep
akuntabilitas tidak lagi dipandang sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai sebuah
imperatif moral yang harus ditegakkan secara sadar.

Hasil akhir dari sintesis ini adalah pergeseran fundamental tujuan
pembelajaran,(Lubis et al., 2024) yakni dari pemahaman sanksi hukum menuju
internalisasi nilai integritas secara intrinsik. Model kurikulum terintegrasi ini secara
komprehensif menyasar domain kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk
karakter yang kokoh. Diharapkan lahir generasi yang menolak korupsi bukan karena takut
hukuman, melainkan karena kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut merusak
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kemaslahatan umum (maslahah ‘'ammah) dan bertentangan dengan tujuan luhur kehidupan
bermasyarakat.

Model Rekonstruksi Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Hukum Nasional dan
Ekonomi Islam. Model rekonstruksi yang diusulkan berlandaskan pada struktur kurikulum
tiga dimensi yang holistik: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif
mempertahankan pemahaman hukum positif, namun diperkaya dengan analisis dampak
korupsi terhadap kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Domain afektif menjadi sentral,
dengan tujuan menanamkan nilai amanah dan keadilan sebagai imperatif moral
berdasarkan prinsip hifz al-mal. Sementara itu, domain psikomotorik dirancang melalui
simulasi dan proyek sosial untuk melatih pengambilan keputusan berintegritas dalam
situasi dilematis, membentuk kebiasaan anti-koruptif.

Konten materi ajar direkonstruksi dengan mengintegrasikan studi kasus yang
relevan dengan prinsip ekonomi Islam (Kadarsih et al., 2023). Materi tidak hanya
memaparkan sanksi hukum, tetapi juga menganalisis kerusakan ekonomi dan sosial akibat
pengkhianatan amanah. Metodologi pembelajaran diubah dari ceramah menjadi
partisipatif-reflektif, seperti role-playing dan analisis dilema etis. Pendekatan ini bertujuan
mengasah hifz al-'agl, yakni kemampuan akal untuk menolak justifikasi koruptif dan
memahami konsekuensi destruktifnya terhadap keadilan distributif serta pencapaian falah
dalam masyarakat.

Sistem evaluasi dalam model ini direformulasi untuk mengukur lebih dari sekadar
penguasaan kognitif. Penilaian tidak lagi terbatas pada tes tertulis tentang peraturan,
melainkan mencakup evaluasi portofolio, observasi perilaku dalam simulasi, dan esai
reflektif mengenai komitmen moral. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat
internalisasi nilai-nilai amanah dan keadilan, serta kemampuan menerapkan prinsip hifz al-
mal dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan diukur dari
terbentuknya karakter berintegritas yang menolak korupsi secara intrinsik..

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pendidikan anti korupsi yang berlaku
saat ini dalam kerangka hukum nasional terbukti tidak efektif karena bersifat formalistik
dan terlalu bertumpu pada pendekatan kognitif yang mengandalkan efek gentar.
Kelemahan fundamental ini gagal membentuk karakter berintegritas secara intrinsik.
Sebagai solusi, kerangka teori Magasid al-Shari‘ah menawarkan landasan filosofis yang
kokoh untuk rekonstruksi. Dengan menekankan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal)
dan akal (hifz al-'agl), korupsi tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran hukum positif,
melainkan sebagai tindakan destruktif terhadap kemaslahatan umum dan rasionalitas tata
kelola yang adil.

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan sebuah model rekonstruksi
pendidikan holistik yang menyinergikan hukum nasional dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
Model ini secara fundamental menggeser fokus dari hafalan hukum ke internalisasi nilai
amanah dan keadilan melalui kurikulum tiga dimensi: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Metodologi pembelajaran diubah menjadi partisipatif-reflektif dan sistem evaluasi
dirancang untuk mengukur komitmen moral, bukan sekadar penguasaan teoretis. Dengan
demikian, model ini bertujuan melahirkan generasi yang menolak korupsi secara intrinsik
karena kesadaran moral yang kuat untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan karena takut
sanksi.
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